MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG HAJI TJAHJANTO BAGIKAN 260
SERTIFIKAT TANAH KE WARGA KENDARI

Sumber gambar: detik.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi
Tjahjanto mengunjungi Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (4/9). Dalam
kunjungan tersebut, ia menyerahkan 260 sertipikat kepada pemerintah daerah dan
masyarakat pemegang hak. Adapun, sertifikat tersebut dibagikan di Rumah Jabatan Gubernur
Sultra di Kendari. Total sertipikat yang diserahkan ialah 260 sertipikat yang terdiri dari
Sertipikat Hak Pakai bagi pemerintah daerah, Sertipikat Hak Pakai bagi pemerintah desa,
Sertipikat Hak Pakai bagi pemerintah provinsi, sertipikat aset Barang Milik Negara (BMN),
sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah, serta sertipikat hasil dari program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saya berharap melalui penyertipikatan, dapat memitigasi potensi timbulnya
penyalahgunaan aset yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Hadi dalam
keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/9/2023). Selain itu, Hadi mengatakan akan terus
mengupayakan hak atas tanah masyarakat, terutama masyarakat yang sulit mendapatkan
sertifikat.

"Saya terus menerobos hal-hal yang bisa membantu masyarakat mendapatkannya
(sertipikat, red). Saya terus upayakan, hak atas tanah aset masyarakat harus diselesaikan
semua agar masyarakat tersenyum. Masyarakat yang tinggal di hutan, masyarakat yang
tinggal di tanah milik BUMN, masyarakat yang tidak punya sertipikat. Bagaimana caranya?
Yaitu ego sektoral harus dihancurkan dan itu yang terus saya upayakan!" tegasnya. Sebagai
Gubernur Sultra, Ali Mazi menyadari bahwa masalah pertanahan tidaklah mudah.
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Oleh sebab itu, ia mengapresiasi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di
bidang pertanahan, yakni PTSL yang tujuannya memberikan perlindungan dan kepastian
hukum hak atas tanah. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN selaku penanggung jawab
pelayanan bidang pertanahan telah sukses melaksanakan program PTSL untuk mempercepat
dan meningkatkan kapasitas peningkatan layanan pertanahan di Sultra.

"Alhamdulillah, kita bersyukur PTSL telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat
yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan aset-aset pemerintah daerah serta pemerintah desa
merupakan salah satu objek dari PTSL. Selaku Pemerintah Sulawesi Tenggara, kami yakin
dan percaya pada Kantor Wilayah BPN Sultra dapat menyelesaikan penyertipikatan tanah
sesuai dengan roadmap yang telah direncanakan," kata Ali Mazi.

Sebagai informasi, dalam satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah
menyelamatkan aset negara melalui program sertipikasi tanah-tanah aset. Adapun estimasi
nilai aset yang terselamatkan mencapai sekitar Rp 643,9 triliun.

Sumber Berita:

1. https://www.detik.com/properti/berita/d-6916271/selamatkan-aset-negara-menteri-atr-
serahkan-260-sertifikat-di-sultra, Selamatkan Aset Negara Menteri ATR Serahkan 260
Sertifikat di Sultra, 6 September 2023

2. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6914032/menteri-atr-hadi-tjahjanto-bagikan-
260-sertifikat-tanah-ke-warga-kendari, Menteri ATR Hadi Tjahjanto Bagikan 260
Sertifikat Tanah ke Warga Kendari, 5 September 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan
bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Hak atas tanah dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1) Hak-hak atas tanah sebagai
yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

hak milik

hak guna-usaha,

hak guna-bangunan,

hak pakai,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut-hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan

ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

STQe /"o o0 o
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(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)
ialah:

a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.

3. Pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1)

)

©)

(4)

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

4. Definisi Hak milik Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas Hak Milik tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

5. Kepemilikan Hak milik atas tanah dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik
karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian
pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya
Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu
didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara,
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
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(4)Selama  seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan
baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

6. Terjadinya hak milik dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah;

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi
karena: a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;

b. ketentuan Undang-undang.
7. Hapusnya hak milik dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah;

Hak milik hapus bila:

a. tanahnya jatuh kepada negara,

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3. karena diterlantarkan;

4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah.
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